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ABSTRAK 
 
AGUSTINUS BERLIANSYAH MANYOE (B111 07 280), TINJAUAN 
KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEJAHATAN 
TERORGANISIR DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAMALANREA, 
(dibimbing oleh SAID KARIM dan ABD. ASIS). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  
terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai kejahatan 
terorganisir di wilayah hukum Polsek Tamalanrea serta upaya-upaya yang 
dilakukan untuk mengurangi/menanggulangi tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor sebagai kejahatan terorganisir di wilayah hukum 
Polsek Tamalanrea. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea tepatnya di 
wilayah Kepolisian Sektor Tamalanrea. Data yang diperoleh, yaitu data 
primer dan data sekunder  diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan 
masalah secara kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 
sebagai kejahatan terorganisir di wilayah hukum Polsek Tamalanrea, 
yaitu: Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor 
urbanisasi. Sedangkan upaya aparat penegak hukum yang berwenang 
untuk memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai 
kejahatan terorganisir di wilayah hukum Polsek Tamalanrea, meliputi 
upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam bentuk 
operasi khusus atau razia rutin, melakukan patroli ditempat yang dianggap 
sering terjadi kejahatan pencurian dan penyuluhan hukum dan upaya 
represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan penerapan 
hukuman dan pembinaan kepada pelaku kejahatan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara kita adalah negara berkembang yang sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok 
untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat 
mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan 
sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi 
keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara, 
setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku 
dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku 
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.  
Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang 
berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan 
masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat 
dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. 
Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma 
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atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan dengan 
melihat kondisi saat ini, maka ada kecenderungan menggunakan segala 
cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan  melanggar norma 
hukum.  
Keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang 
untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari semua data yang keluar 
dari media  menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian 
dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang 
tidak tercukupi.  
Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik  apapun, 
namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, 
yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang 
tepat dalam melakukan aksi operandinya, dari beberapa pengamatan 
terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat 
rawan terhadap perilaku pencurian adalah malam hari, sehingga dapatlah 
diindikasikan malam hari memiliki potensi pencurian yang sangat  tinggi  
dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian 
yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok (terorganisir) yang 
dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya. 
Pencurian merupakan tindakan kriminal yang sangat mengganggu 
kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang 
dapat menegakkan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang 
sangat banyak mempengaruhi perilakku pencurian, kenyataan yang terjadi 
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ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin 
menigkat ditengah kondisi objektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. 
Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, social, 
urbanisasi dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh 
mana aktifitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun 
masyarakat yang taat hukum. 
Saat ini yang terjadi adalah objektifitas penegakan hukum terasa 
masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan 
yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku 
pemerintah yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, 
ketidak percayaan pada lembaga yudikatif serta penegak hukum lainya 
yang tidak menjelaskan perannya sebagai pelindung dan pengayom 
rakyat. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak 
lagi mengangap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam interaksi 
sesame warga masyrakat. 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi makin pesat 
dan canggih, terjadi suatu ketimpangan atau pelanggaran yang dilakukan 
oleh sebagian masyarakat salah satu diantaranya adalah pencurian, baik 
dari tingkat masyarakat bawah sampai pada pencurian besar-besaran 
yang dilakukan oleh pejabat dengan cara korupsi. Dalam sejarah 
peradaban manusia, pencurian sudah terjadi cukup lama, pencuriannya 
pun dilakukan dengan berbagai cara,dari cara yang tredisional sampai 
pencurian yang dilakukan dengan cara-cara modern. 
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Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merupakan 
masalah social yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam 
menjalani kehidupan dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin 
meningkat hal inilah yang memicu terjadinya kasus pencurian. Terjadinya 
pencurian dalam masyarakat merupakan kenyataan sosial yang tidak 
berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial 
tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin 
meningkat, susahnya mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, 
serta ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian 
kendaraan bermotor. 
Akhir-akhir ini setiap hari terdengar tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor dimana tindakan ini sangat meresahkan dalam 
lingkungan masyarakat, ditambah lagi pencurian dengan berkembangnya 
tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk dari 
pencurian, salah satu yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor secara terorganisir, yang dilakukan lebih rapi dan 
professional, sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak bias menebak 
kapan dan dimana akan terjadi kejahatan pencurian kendaraaan bermotor 
secara terorganisir , biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat-tempat 
ramai seperti tempat parkir dipinggir jalan, pemukiman warga, pertokoan 
dan sekolah serta kampus, mengingat tindak pidana pencurian ini sudah 
sangat sering terdengar atau terlihat di berita kriminal atau ada mungkin 
diantara kita ada yang menjadi korbannya, bahkan tidak sedikit tindak 
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pidana pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir ini susah untuk 
di ungkap. Pemberitaan di berbagai media masa, baik itu media elektronik 
maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian 
kendaraan bermotor secara terorganisir bukan saja menarik perhatian, 
tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah 
pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat. 
Seperti hal di Tamalanrea dimana wilayah tersebut dapat dikategorikan 
sebagai salah satu wilayah yang sangat tinggi tingkat kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor secara terorganisir, maka aparat Kepolisian harus 
pintar dalam mengambil tindakan yang tegas yang dapat membuat pelaku 
tertangkap dan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera 
kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara 
terorganisr, yang khususnya ada di wilayah Tamalanrea. Tindak pidana 
pencurian secara terorganisir ini tidak mungkin mungkin dihapuskan 
secara tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam 
mengahadapi kejahatan haruslah sabar dan berhati-hati, yang berarti 
bahwa usaha ini bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi 
terjadinya pencurian, apalagi dengan semakin meningkatnya frekuensi 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir yang 
terjadi dilingkungan masyarakat di wilayah Tamalanrea.  
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Kejahatan  
Terorganisir di Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut : 
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor sebagai kejahatan terorganisir di 
wilayah hukum Polsek Tamalanrea ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Aparat Kepolisian 
untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 
sebagai kejahatan terorganisir di wilayah hukum Polsek 
Tamalanrea ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor sebagai kejahatan terorganisir di 
wilayah hukum Polsek Tamalanrea. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh Aparat 
Kepolisian untuk mengurangi tindak pidana pencurian 
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kendaraan bermotor sebagai kejahatan terorganisir di wilayah 
hukum Polsek Tamalanrea. 
Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pendidikan di tingkat perguruan tinggi dalam perkembangan 
mata kuliah hukum, serta diharapkan juga dapat memberikan 
konstribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, 
khususnya hukum pidana yang ada di masyarakat. 
2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna masyarakat 
akan pentingnya penegakan hukum pidana mengenai tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir dalam 
pengaruhnya pada kehidupan manusia pada masa yang akan 
datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Perkembangan ruang lingkup Ilmu kriminologi sejalan dengan 
perkembangan pemikiran yang mendasari studi kejahatan itu sendiri. 
Perkembangan lingkup pembahasannya selalu diarahkan kepada 
suatu tindakan pidana terhadap kejahatan yang terjadi dalam 
masyarakat. 
Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, 
dan masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan 
yang dicakup dalam kriminologi.  
W. A. Bonger (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 2), memberikan   
definisi bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.” 
Edwin H. Sutherland (J. E. Sahetapy, 1992 : 5), mendefinisikan 
kriminologi bahwa “Criminology is the body of knowledge regarding 
delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah 
kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan 
kejahatan sebagai gejala sosial).” 
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Thorsten Sellin (Romli Atmasasmita, 2005: 16), mengemukakan 
bahwa “Istilah criminology di Amerika Serikat dipakai untuk 
menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya.” 
Kejahatan menurut Is Sumanto (1995: 25) adalah “Suatu 
fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang 
berbeda sehingga dalam keseharian kita muncul berbagi komentar 
tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lainnya, 
dan ternyata kita tidak mudah memahami kejahatan itu sendiri.”  
Untuk memahami tentang kejahatan dengan seluas-luasnya, 
maka dikenal istilah kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan 
menyelidiki segala kejahatan. Kriminologi merupakan cabang ilmu 
pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya 
merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari 
kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih 
terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan Para Sarjana. 
Krimonologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena 
kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan upaya yang dapat 
menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju 
perkembangan kejahatan.  
Seorang Antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul 
Topinard (Topo Santoso, 2003: 9), mengemukakan bahwa 
“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal 
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kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya 
berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan, dan logos yang 
berarti ilmu pengetahuan.” 
Menurut Soejono D (1985: 4) bahwa “dari segi etimologis istilah 
kriminologis terdiri dari dua suku kata  yakni, crimes yang berarti 
kejahatan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi menurut 
pandangan etimologi istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan 
yang dilakukannya.” 
Menurut Romli Atmasasmita (1992: 5), “Kriminologi 
merupakan studi tentang tingkah laku manusia dan tidaklah berbeda 
dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non kriminal.” 
J. Constant (A.S. Alam. 2010: 2) mendefinisikan kriminologi 
sebagai ”Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor 
yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.” 
WME. Noach (A.S. Alam. 2010: 2) menjelaskan bahwa 
kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta 
akibat-akibatnya.” 
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan 
ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-
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faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya 
penanggulangannya. 
Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, 
akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih 
memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan 
batasannya sebagai berikut: 
Sahetapy (1992: 39) mengatakan bahwa “Kriminologi 
merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari masalah 
kejahatan.” 
Pengertian diatas tampak sangat jelas bahwa kriminologi 
merupakan ilmu khusus yang mempelajari masalah kejahatan, dalam 
arti bahwa didalam memecahkan dan menanggulangi masalah 
kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, harus diselesaikan melalui 
kriminologi karena ilmu inilah yang memiliki metode dan cara tersendiri 
dalam menyelesaikan masalah tentang kejahatan. 
Selanjutnya Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2003: 
11), memberikan definisi kriminologi ”Sebagai ilmu yang belum dapat 
berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa 
kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejhatan merupakan 
masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan oleh 
manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi 
manusia.” 
12 
Berdasarkan rumusan para ahli diatas, dapat dilihat penyisipan 
kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki dan memepelajari. Selain itu, 
yang menjadi perhatian dari perumusan kriminolgi adalah mengenai 
pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari 
kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, 
maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan 
dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat 
dipisahkan, hanya dapat dibedakan. 
Menurut  Wood (Abd. Salam, 2007: 5), bahwa kriminologi 
secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu: 
1) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 
sebagai masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan 
ilmu hukum pidana dan acara hukum pidana. 
2) Ilmu pengetahuan yang memepelajari mengenai kejahatan 
sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan 
kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi. 
3) Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan 
sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan 
kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam 
forensik, dan ilmu kimia forensik.  
 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut A. S. Alam (2010: 2-3) ruang lingkup pembahasan 
kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :  
1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). 
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Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process  of   making laws) meliputi : 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
2) Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-
teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of 
laws). 
Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal 
(breaking of laws) meliputi : 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya 
ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif 
tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa 
upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
 
Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah 
perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the 
Breaking laws) meliputi : 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003: 9), 
mengemukakan bahwa “Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.” 
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Menurut W. A. Bonger, dalam menentukan suatu ilmu 
pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
1) Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, 
artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan 
sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematik yang 
dipergunakan untuk mencapai tujuan. 
2) Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu 
kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling 
berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang 
lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, 
selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam 
hubungan dan proses perkembangan keseluruhan 
3) Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar penyesuaian 
antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai 
isinya dan obyeknya (hal yang diketahui). 
 
Jadi menurut W. A. Bonger bahwa:  “Kriminologi yang memiliki 
syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup 
seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, 
narkotika dan lain-lain.” 
Selanjutnya W. A. Bonger membagi kriminologi menjadi 
kriminologi murni yang mencangkup: 
1) Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (somatis). 
2) Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 
3) Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang 
penjahat dilihat dari sudut jiwanya. 
4) Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa. 
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5) Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam 
peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang 
sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau 
reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat. 
3. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi 
Dalam kriminologi, di kenal beberapa macam aliran pemikiran. 
Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto 
adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang 
digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, 
menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. 
Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk 
menjelaskan fenomena kejahatan, antara lain sebagai berikut : 
a. Kriminologi Klasik 
Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang 
menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-
ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk 
memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat 
perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk 
sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. 
Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik 
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sebagai individu maupun masyarakat. Tanggapan rasional yang 
diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan 
pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara 
meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya 
dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari 
melakukan kejahatan. 
Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah 
membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan 
meminimalkan tindak kejahatan. 
b. Kriminologi Positivis 
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa 
perilaku manusia ditentukan oleh faktor di luar kontrolnya, baik 
yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa 
manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menuruti 
dorongan kehendak dan intelegensinya, akan tetapi makhluk 
yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau 
kulturalnya. 
Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha 
untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui 
studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. 
Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu 
menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-
undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan 
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batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan 
pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada 
perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang. 
c. Kriminologi Kritis 
Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab 
persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas 
ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada 
proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun 
dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan 
mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang 
mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-
orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat 
tertentu. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah 
strafbaar feit. Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia dikenal istilah-istilah yang tidak seragam dalam 
menerjemahkan strafbaar feit. 
Namun ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain. 
Moeljatno misalnya, menganggap lebih tepat menggunakan istilah 
perbuatan pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
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a. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang 
menimbulkan handeling atau gedraging seseorang, mungkin 
juga hewan atau kekuatan alam. 
b. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk 
tindak tanduk atau tingkah laku. 
c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam 
percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, 
perbuatan jahat, dan sebagainya. Dan juga istilah seperti 
perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). 
Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan 
perbuatan pidana atau tindak pidana, berikut penulis kemukakan 
beberapa pandangan pakar hukum pidana, antara lain : 
1) Simons (Tolib Setiady, 2010: 9), mengartikan Strafbaar feit 
sebagai kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, 
yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 
kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. 
2) R. Tresna (Tolib Setiady, 2010: 10), menjelaskan bahwa 
Strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan 
undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 
3) J.E. Jonkers (Tolib Setiady, 2010: 10), menyebutkan bahwa : 
a. Strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat 
diancam pidana oleh undang-undang. 
b. Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Walaupun istilah tindak pidana diterjemahkan bermacam-
macam sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan 
hukum, dimana pelakunya dapat dipidana. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu 
dikemukakan di unsur-unsurnya secara umum. Menurut Moeljatno 
(1993: 63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas : 
1) Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
3) Keadaan tambahan yang memberatkan 
4) Unsur-unsur melawan hukum yang objektif 
5) Unsur melawan hukum  yang subjektif 
Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur 
terjadinya delik, yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu 
akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum  
yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif 
yang dimaksud adalah kesengajaan dari pembuat delik untuk 
melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan unsur 
melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tapi dari 
masyarakat. 
Lebih lanjut Moeljatno (1993: 64) yang menganut pandangan 
dualistik terhadap delik, menyatakan bahwa melalui syarat-syarat 
20 
pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan 
pertanggungjawaban pembuat : 
1) Unsur perbuatan (handlung) 
a. Perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
b. Melawan hukum 
c. Tidak ada dasar pembenar 
2) Unsur pembuat (handelende) 
a. Kemampuan bertanggung jawab 
b. Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja atau 
opzet) dan culpa lata (kelalaian) 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171) kemudian menguraikan 
bahwa: 
Aliran dualistik tentang delik memandang, bahwa untuk memidana 
seseorang yang melakukan harus ada syarat-syarat pemidanaan 
yang terbagi atas perbuatan (feit) dan pembuat (dealer), karena 
masing-masing mempunyai unsur tersendiri. 
 Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan  
unsur delik adalah sebagai berikut : 
1) Unsur delik menurut aliran monoisme, yaitu mengenal unsur 
perbuatan  dan  pembuat. 
2) Unsur delik menurut aliran dualisme, yaitu: 
a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil); 
b. Yang melawan hukum yang subjektif dan objektif; 
c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan; 
d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
e. Tak ada alasan pembenar. 
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C. Pengertian, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Definisi pencurian pada umumnya belum ada yang dikemukakan 
oleh para ahli hukum Indonesia, hal ini disebabkan karena memang 
sulit memberikan definisi sebab adanya kualifikasi dalam Pasal 362 
KUHPidana. 
Dari segi etimologi pencurian berasal dari kata curi yang 
mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an” yang berarti sembunyi-
sembunyi atau diam-diam atau tidak di jalan yang sah atau melakukan 
sesuatu dengan sembunyi-sembunyi atau tidak di ketahui orang lain. 
Para Sarjana Hukum tidak memberikan definisi tentang 
pencurian akan tetapi unsur-unsur yang berdasarkan Pasal 362 
KUHPidana, diantaranya R. Susilo (1995-294) mengemukakan bahwa 
“Barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain dengan 
maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum 
karena pencurian dengan hukuman penjara selama-selamanya lima 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-” 
Sedangkan Andi Hamzah (1995-172) menerjemahkan isi Pasal 
362 KUHPidana, yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud 
memilki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan 
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pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 
900,-.” 
Menurut A. Zainal Abidin (1987-254) dari rumusan tersebut 
dapat ditarik unsur-unsur pencurian ada empat bagian, yaitu: 
1. perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya 
2. pengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang  
3. barang itu seluruh atau sebagian kepunyaan orang  
4. pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki 
barang dengan melawan hukum. 
Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 
pencurian adalah perbuatan dengan sengaja dilakukan dengan jalan 
mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian 
dimana berang tersebut adalah kepunyaan orang lain dengan maksud 
ingin memiliki dengan cara melawan hukum. 
2. Jenis-Jenis Pencurian 
Menurut KUHPidana, pidana pencurian terbagi atas: 
a. Pencurian Biasa 
     Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang 
dijelaskan sebagai berikut “barang siapa mengambil sesuatu yang 
sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan 
maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum 
karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. 
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 Unsur-unsurnya, yaitu : 
1) Pencurian biasa unsur-unsurnya yaitu: 
a. Perbuatan mengambil 
b. Yang diambil harus sesuatu barang 
c. Barang itu seharusnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud 
untuk memiliki barang itu dengan cara melawan 
hukum 
2) Mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, 
maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang 
tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu 
memiliki barang itu barangnya sudah ada di tangannya 
maka perbuatan itu bukan pencuri tetapi penggelapan 
(Pasal 372 KUHPidana). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan 
selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat bila 
orang baru memegang saja itu dan belum berpindah 
tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri 
akan tetapi ia baru “mencoba mencuri” 
3) Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud 
termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan 
sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya 
listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi 
dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu 
mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil 
beberapa helai rambut wanita tidak tanpa izin wanita 
termasuk pencurian meskipun cuma dua helai yang tidak 
ada gunanya. 
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b. Pencurian Berat 
Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat 
apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, juga harus 
memenuhi unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHPidana. 
Andi Hamzah (173) menerjemahkan Pasal 363 KUHPidana adalah 
sebagai berikut : 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun : 
a. Pencurian ternak. 
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan 
gunung api, banjir, gempa bumi, kecelakaan kereta 
api, pemberontakan dan lainnya. 
c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang 
disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak. 
d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan sekutu. 
e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang 
diambil dilakukan dengan anak kunci palsu. 
2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai 
dengan salah satu butir 4 dan 5 maka diancam dengan 
pidana penjara paling lama 9 tahun. 
 
c. Pencurian Ringan 
Masalah pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana 
yang menetukan sebagai berikut: perbuatan yang diterangkan alam 
Pasal 362 dari Pasal 363 butir 4 KUHPidana, begitupun perbuatan 
yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5 KUHPidana, apabila 
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tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada 
dirumah,  jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- 
diancam karena pencurian ringan dengan pidana pejara paling 
lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Rp 900,-. 
Melihat pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan walaupun harga 
tidak lebih dari Rp 250,-  tetapi perbuatan yang dilakukannya 
adalah: 
1) Yang dicuri adalah ternak (Pasal 363 sub. 1 KUHPidana) 
2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi malapetaka 
atau keadaan darurat (Pasal 363 sub. 2 KUHPidana) 
3) Pencurian yang dilakukan pada malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya 
(Pasal 363 sub. 3 KUHPidana). 
 
d. Pencurian dengan Kekerasan 
      Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sebagai 
berikut : 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun pencurian yang didahului, disertai atau dilakukan 
dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian atau memungkinkan melarikan diri atau untuk 
menguasai barang yang dicuri. 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun, yaitu: 
a. Jika perbuatan itu dilakukan diwaktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
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dirumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau 
truk yang sedang berjalan. 
b. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih 
dengan bersekutu. 
c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan 
merusak atau memanjat dengan anak kunci palsu 
atau pakaian jabatan palsu. 
d. Jika perbuatan menyebabkan luka-luka. 
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 
4) Diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau 
selama jangka waktu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan 
dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu 
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam 
nomor satu dan tiga. 
 
e. Pencurian dalam kalangan keluarga 
     Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 
KUHPidana yang mengatakan sebagai berikut : 
1) Jika pembuat atau pembantu dan salah satu kejahatan 
dalam Bab ini adalah suami (istri) dan orang yang 
terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang 
atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembantu 
atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan 
pidana. 
2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan 
ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah 
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus 
maupun menyamping derajat kedua, maka terhadap 
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orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika 
pengaduan yang terkena kejahatan. 
3) Jika menurut lembaga matrikhal, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang dari pada bapak kandung sendiri, 
maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu. 
Jadi dalam hal ini ada dua ketentuan utama, yaitu : 
1) Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpisah meja dan 
ranjang telah melakukan atua membantu perbuatan 
pencurian terhadap istrinya (suaminya) tidak dapat 
diadakan tuntutan pidana. 
2) Bagi seorang suami (istri) yang telah terpisah meja 
ranjang. Anggota keluarga dalam garis lurus maupun 
garis samping derajat kedua, dapat dilakukan penuntutan 
bila ada pengakuan. Ketentuan yang pertama tidak dapat 
dilakukan penuntutan karena pada dasarnya harta suami 
istri adalah harta benda bersama sepanjang tidak ada 
perjanjian lain yang ditentukan oleh suami istri tersebut. 
Sedangkan ketentuan yang kedua biasa dilakukan 
penuntutan, tetapi harus ada pengaduan maka tidak 
dapat diadakan penuntutan walaupun itu sesuai dengan 
rumusan delik. 
 
3. Unsur-Unsur Pencurian 
Dari rumusan pasal di atas, maka unsur-unsur dari jenis pencurian 
ini, yaitu : 
1) Semua unsur pencurian terdapat dalam Pasal 362 
KUHPidana. 
2) Unsur-unsur lain seperti: 
a. Barang yang dicuri adalah hewan 
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Pengertian hewan terdapat dalam Pasal 101 KUHPidana, 
yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah 
biak dan babi. Yang termasuk binatang yang termasuk berkuku 
satu yaitu kuda, keledai, dan sebagainya. Binatang memamah 
biak antara lain sapi, kerbau, kambing, biri-bri, dan sebagainya. 
Harimau, anjing, kucing, tidak termasuk dalam golongan 
hewan. 
b. Pencurian yang dilakukan sewaktu ada malapetaka 
seperti gempa, kebakaran, gunung meletus, dan 
sebagainya 
Pencurian ini termasuk berat karena dilakukan pada 
waktu semua orang ribut dan barang-barang dalam keadaan 
tidak terjaga. Orang melakukan perbuatan pencurian dalam 
keadaan yang demikian yang rendah moral kepribadiannya dan 
tidak berprikemanusiaan. Tetapi antara terjadi malapetaka 
dengan pencurian itu harus ada hubungan yang sangat erat 
dan mempengaruhi secara langsung orang yang mempunyai 
barang, misalnya seseorang yang dalam satu rumah dalam 
kota itu terjadi kebakaran, ini tidak termasuk pencurian yang 
dimaksud, karena pencurian ini tidak sengaja memakai 
kesempatan karena kebakaran itu. 
 
c. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
Pengertian malam hari adalah seperti terdapat pada 
Pasal 96 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut : “Yang 
disebut malam yaitu waktu antara malam hari terbenam dan 
terbit.” 
Sedangkan yang dimaksud dengan rumah menurut R. 
Soesilo (1995-251) adalah sebagai berikut: “Rumah (woning) 
adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan 
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malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah 
gudang atau took yang didiami siang dan malam tidak termasuk 
dalam pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan 
sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, 
ini tidak termasuk sebutan rumah.” 
 
S.R Sianturi (1986-640) memberikan pengertian 
pekarangan tertutup sebagai berikut: “Suatu pekarangan 
tertutup yang diberi batas jelas seperti pagar, besi, selokan dan 
sebagainya dan harus ada rumah dalam pekarangan itu.” 
 
d. Dilakukan oleh dua atau lebih secara bersama-sama. 
Pengertian bersama-sama dilihat pada Pasal 58 
KUHPidana, yaitu sebagai berikut : 
1) Dipidana sebagai pelaku delik: 
a. Mereka yang melakukan baik yang menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan 
perbuatan. 
b. Mereka yang memberi atau yang menjanjikan 
sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan 
atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau 
penyesat atau dengan memberi kesempatan, atau 
keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 
supaya melakukan perbuatan. 
2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja 
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta 
akibatnya. Dari rumusan tersebut, maka untuk dapat 
dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan 
(pembuat) dibagi atas empat yaitu: 
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a. Orang yang melakukan (pleger) yaitu sendirian 
mewujudkan segala anasir atau elemen dari delik 
tersebut. 
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) 
dalam hal ini harus lebih dari satu orang dimana 
ada yang menyuruh dan ada yang disuruh. 
c. Orang yang turut melakukan (mede pleger) berarti 
bersama melakukan delik. 
d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai 
kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya 
dengan sengaja memancing untuk melakukan 
perbuatan itu (ult lokker). 
e. Dilakukan dengan membongkar, merusak, 
memanjat, memakai anak kunci palsu, pemakain-
pemakain palsu, dan jabatan palsu. 
Pengertian membongkar dan merusak pada dasarnya 
adalah sama, namun yang membedakannya dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan yang lebih besar, seperti 
membuat lubang di dinding, melepas jendela atau pintu, 
sedangkan pengrusakan atau merusak ditujukan kepada hal-
hal yang kecil saja seperti memecahkan kaca jendela atau pintu 
dan sebagainya. 
Pengertian memanjat dapat dilihat pada Pasal 99 KUHP 
yaitu sebagai berikut : “Yang disebut memanjat termasuk juga 
melalui lubang yang memang ada, tetapi bukan melalui lubang 
didalan tanah dengan sengaja di gali, begitu pula menyebrangi 
selokan atau parit yang digunakan sebagai bahan penutup.” 
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Sedangkan menurut Moch. Anwar (1986: 23), 
menyatakan sebagai berikut :  
Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki 
sesuatu bagian dari rumah seperti menaiki jendela terbuka, naik 
keatas  genteng, naik keatas tembok baik tangga maupun tanpa 
tangga, melompat keatas rumah. 
 
Selanjutnya pengertian kunci palsu dirumuskan dalam 
Pasal 100 KUHPidana, yaitu: “Yang disebutkan anak kunci 
palsu yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud 
untuk membuka kunci.” 
Pengertian perintah palsu, yaitu “Suatu perintah yang 
kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh 
orang yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan.” Misalnya 
seorang pencuri berlagak seperti tukang listrik, dengan 
membawa surat keterangan palsu dari perusahaan listirk agar 
dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat 
keterangan itu palsu. 
Sedangkan pengertian pakaian jabatan palsu, yaitu: 
“Pakaian yang dipakai oleh orang tidak berhak untuk 
memakainya dan tidak perlu dikeluarkan oleh instansi atau 
kantor yang berwenang untuk itu.” Misalnya pencuri dengan 
memakai seragam polisi dan pura-pura menjadi seorang polisi 
dapat masuk ke dalam rumah dan mencuri barang. 
 
 
 
32 
D. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Menurut Pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: 
Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 
berjalan diatas rel. 
 
Semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya 
yang digunakan disemua jenis jalan darat di kategorikan sebagai 
kendaraan bermotor dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor 
atau peralatan lain yang berfungsi mengubah suatu sumber energi 
tertentu menjadi tenaga. 
Kendaraan bermotor itu sendiri merupakan kendaraan yang di 
gerakan oleh motor/mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di 
atas rel, jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di atas 
aspal dan tanah, mobil, bus, truk, baik kendaraan beroda dua atau lebih. 
Sedangkan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia mengartikan 
kendaraan bermotor, yaitu: 
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh 
transportasi darat. Umumnya kendaraan yang menggunakan mesin 
pembakar dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya dapat di 
gunakan. Kendaraan memiliki roda dua dan biasanya berjalan di 
atas jalanan. 
 
Berdasarkan pengertian kendaraan bermotor diatas, maka dapat di 
simpulkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 
dua atau lebih yang digunakan didarat untuk mengangkut orang atau 
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barang, yang digerakan oleh motor, dengan menggunakan bahan bakar 
bensin, solar, gas, atau bahan bakar lainnya 
E. Kejahatan Terorganisir 
1. Pengertian Kejahatan Terorganisir 
Kejahatan terorganisir (organizazied crime: Inggris), adalah istilah 
yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh 
seseorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda 
dari kejahatan spontan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana 
kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam 
melaksanakan tugasnya. 
 Menurut Para Ahli Sosiologi, Kejahatan terorganisir ialah 
komplotan yang berkesinambungan untuk memperoleh uang atau 
kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa 
takut atau melalui korupsi. Kejahatan kerah putih mengacu pada 
kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang berstatus 
tinggi dalam rangka pekerjaannya.  
Sementara itu menurut Light, Keller dan Callhoun dalam 
bukunya yang berjudul Sociology (1989), yaitu: “Kejahatan Terorganisir 
adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan 
berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk 
mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materiil) 
dengan jalan menghindari hukum.” Contohnya penyedia jasa 
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pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar 
negeri untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya. 
2. Jenis-Jenis Kejahatan Terorganisir 
Kejahatan teroragnisir adalah sebagai berikut :  
a. Kejahatan terorganisir narkotika dan obat-obatan terlarang 
(drug crime).  
b. Kejahatan terorganisir suatu organisasi rahasia yang 
mempunyai tujuan untuk mencuri/ membunuh /merampok/ 
memperkosa/ menciptakan suatu situasi chaos (kekacauan 
massal) ataupun bisa dikatakan organisasi rahasia ini 
mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan 
kejahatan yang tidak diorganisir.  
c. Kejahatan terorganisir akan suatu organisasi jalanan 
(gangster) dimana dalam tujuannya hanya untuk ugal-ugalan 
menciptakan kekacauan sesaat dan mengganggu 
ketentraman umum dalam waktu yang lama. Hal ini akan 
menjadi situasi yang tidak menyenangkan jika tidak ditindak 
secepatnya. 
 
 Contoh pelaku kejahatan narkotika yang terorganisir : 
Mafia Italia dipimpin oleh Mafioso dimana kejahatan 
narkotika dan perampokan juga pembunuhan menjadi objek 
berdirinya Mafia italia (Mafia italia tersebut menetap di 
amerika). 
 
 Contoh-contoh pelaku kejahatan terorganisir rahasia : 
1. CIA (central intellegent agency) dimana organisasi ini 
memegang peran penting dalam pemerintahan Amerika 
Serikat dan dunia dimana organisasi ini menjadi mata-mata 
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dalam banyak negara dan mempunyai tujuan yang amat 
rahasia dan sampai sekarang tidak diketahui apa motifnya. 
2. BLACK HAND. 
3. GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dimana organisasi ini 
menjadi gerakan separatisme di negara Indonesia dimana 
dia ingin Aceh mempunyai kedaulatan sendiri atau gerakan 
ini dinamakan gerakan anti pemerintahan. 
 
 Contoh-contoh pelaku kejahatan organisasi jalanan : 
1. GBR (Grab on road) dimana organisasi ini terkenal di daerah 
Bandung merupakan salah satu gangster Indonesia yang 
ditakuti selain di antaranya: 
2. M2R (moonraker) Indonesia 
3. XTC (Exalt to coiltus) Indonesia 
4. BRZ Indonesia 
Kejahatan terorganisir atau yang disebut dengan organized 
crime sering digolongkan ke dalam salah satu bentuk white collar 
crime. Yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir adalah suatu 
jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para mafia dalam 
suatu jaringan yang terorganisir rapi dalam suatu organisasi bawah 
tanah. 
Dilihat dari keabsahan bisnisnya, suatu kejahatan terorganisir 
dapat dikategorikan ke dalam: 
1. Kejahatan dengan bisnis gelap. 
2. Kejahatan dengan bisnis setengah gelap.  
3. Kejahatan dengan bisnis terang-terangan 
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F. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal. 
Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan 
orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalan masih belum 
dapat dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa: 
Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti 
situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 
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Dalam perkembangan, terdapat beberapa teori yang berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya teori-teori 
yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-
18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap 
sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa 
dirasuk setan, seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini 
kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, 
kartografi, tipologi dan aliran yang sosiologi berusaha untuk menerangkan 
sebab-sebab kejahatan secara teoristis ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebarluaskan ke 
Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistic. Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa 
senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk 
memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, 
setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa: “Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.” 
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Sementara itu Bentham (Weda, 1996: 15) menyebutkan bahwa: “the act 
which I think will give me most pleasure.” Dengan demikian, pidana yang 
berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan 
diperoleh. 
Aliran kedua adalah Kartographik. Para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Perancis dan menyebar 
ke Inggris dan Jerman aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan 
pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografis dan sosial. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi (Bawengan, 1974:32). Menurut para tokoh aliran 
ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong berbagai penympangan. 
Aliran keempat adalah Tipologic. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin, Mental tester, dan Psikiatrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitiologi. Mereka mempunyai 
asumsi bahwa perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat terletak 
ada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang 
tertentu berbuat kejahatan. Kecenderungan berbuat kejahatan juga 
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mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat 
kepribadian dan keaadan sosial maupun proses-proses lain yang 
menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut ( Dirjosisworo, 
1994: 32). 
Ketiga kelompok tipologi ini memiliki perbedaan dalam penentuan 
ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut 
Lambroso, Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. 
Oleh karena itu dikatakan bahwa “ Criminal is born not made” (Bawengan, 
1974). 
Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu  
1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. 
2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung 
yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap 
rasa sakit. Tanda ada bersamaan jenis tipe penjahat, tiga 
sampai lima diragukan dan dibawah tiga mungkin bukan 
penjahat. 
3) Tanda-tanda lahir inilah bukan merupakan penyebab kejahatan 
tapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku criminal. Ciri-ciri ini meripakan 
pembaharuan sejak lahir. 
4) Karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar 
dari melakukan kejahatan, kecuali bila lingkungan dan 
kesempatan tidak memungkinkan.  
5) Penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks 
dapat dibedakan oleh tanda tertentu. 
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Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang yang feeble 
mindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak 
dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan. 
Kelompok lain dari aliran tripologi ini adalah psikiatrik. Aliran ini  
lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. 
Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu 
pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian 
seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh 
jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-
situasi sosial. 
Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan 
memberikan interpretasi bahwa kejahatan sebagai “a function of 
environment”. Tema sentral aliran ini adalah “that criminal behavior results 
from the same processes as other sosial behavior”. Bahwa proses 
terjadinya tingkah laku jahata tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, 
termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah 
Edwin H. Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia 
dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari 
dengan berbagai cara. 
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Teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada 
Sembilan proposisi (Atmasasmita, 1995: 14-15) yaitu: 
a) Tingkah laku kriminal dipelajari 
b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang 
lain dalam suatu proses komunitas. 
c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal 
itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat. 
d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu 
termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang 
sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-
motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap. 
e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hokum apakah  ia 
menguntungkan atau tidak. 
f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-
definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. 
g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari 
frekuensinya, durasinya, prioritasnya, dan intensitasnya. 
h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi 
dengan pola-pola kriminal dan arti criminal melibatkan semua 
mekanisme yang ada di setiap  pembelajaran lain. 
i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena 
tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 
 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. 
Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab 
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utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian 
label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu 
pada masyarakat (Dirdjosisworo, 1994:125). 
Lemert (Purnianti, 1994:123) menunjukkan adanya hubungan 
pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan 
konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang 
diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional 
berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan 
perannya. 
Pendekatan lain yang menjelaskat sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam 
setiap masyarakat (Sahetapy, 1992:37). Aspek budaya dan faktor 
struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis 
sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini 
berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh 
luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua 
elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
masyarakat . Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat 
dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
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G. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat 
diseluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan 
produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 
masyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Arif, 1991: 2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara : 
a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya. 
b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
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Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan 
prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai 
hukuman atau shock therapy kepada masyarakat. 
c) Influencing views of society on crime and punishment (media 
massa) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemindanaan lewat media massa). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994:4) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk 
memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik 
melalui pengurangan  ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1981: 114). 
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Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991: 4), ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan kebodohan di antara golongan besar pendudukan. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tamalanrea 
Kota Makassar  Propinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus studi kasus 
pada Kepolisian Sektor Tamalanrea. Penulis melakukan penelitian di 
Kecamatan Tamalanrea dengan dasar pertimbangan bahwa di wilayah 
tersebut banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 
secara terorganisir. 
  Oleh karena hal yang ingin diteliti mengenai tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir, maka penulis 
menetapkan lokasi penelitian di Polsek Tamalanrea Kota Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
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2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah            
berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan 
pengambilan data secara langsung melalui tanya jawab 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 
Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, yaitu: 
 Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tamalanrea:  AJUN 
KOMPOL Salim D, S.H. 
 Staf satuan Reskrim Polsek Tamalanrea: BRIGPOL Hery 
Awal. 
 Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, 
yaitu Ridwan, Yaha Empo dan Supriadi. 
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2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat   dokumen-dokumen (arsip) di Polsek Tamalanrea 
yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor secara terorganisir. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 
Bermotor sebagai Kejahatan Terorganisir di Wilayah Hukum 
Polsek Tamalanrea 
Sebelum penulis kemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir di wilayah 
hukum Polsek Tamalanrea, berikut paparkan hasil penelitian yaitu jumlah 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir yang 
terjadi di wilayah hukum Polsek Tamalanrea dalam kurun waktu antara 
Tahun 2011-2012 sebagai mana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: 
 
Sumber : Kepolisian Sector Tamalanrea 2011-2012 
2011 2012 Jumlah
121 
200 
321 
30 
18 
48 
5 8 13 
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Secara Terorganisir Di 
Wilayah Polsek Tamalanrea Antara Tahun 2011-2012 
Kasus Curanmor Terungkap Tersangka
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Pada gambar di atas, nampak bahwa selama kurun waktu antara 
tahun 2011-2012 terdapat 321 kasus pencurian kendaraan bermotor di 
wilayah Tamalanrea. 
Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) secara terorganisir 
diakui AJUN KOMPOL Salim D, S.H., selaku Kanit Reskrim Kepolisian 
Sektor Tamalanrea sulit diungkap. Setidaknya ada beberapa kendala 
yang dialami Polisi untuk menguak kasus tersebut. Berdasarkan data 
Polsek Tamalanrea, jumlah laporan kasus curanmor bisa mencapai 300 
dalam setahun. Tahun 2011 misalnya terdapat 121 laporan kasus 
kehilangan kendaraan bermotor. Sedangkan pada Tahun 2012, jumlahnya 
mencapai 200 kasus. Meski demikian, upaya penanganannya termasuk 
rendah dibandingkan kasus pencurian lainnya. Ini bisa dilihat dari 
penyelesaiannya yang hanya 30% pada Tahun 2011 dan 20% dalam 
Tahun 2012.  
Pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir tidak dilakukan 
oleh seorang, melainkan sekelompok orang. Para anggota kelompok ini 
sebelumnya sudah mempunyai tugas masing-masing yang didapatkan 
sebelum melakukan operasi. Tugas-tugas tersebut antara lain: Pertama, 
Tim monitoring dan menggambarkan sketsa, mengawasi gerak gerik si 
korban yang telah meninggalkan motornya di parkiran. Kedua, Tim 
pemberi informasi status menjalankan aksi, memantau kondisi lingkungan 
sekitarnya. Ketiga, Tim eksekusi (pelaksana), membongkar kunci kontak 
atau mengangkut motor menggunakan mobil lalu membawa kabur. 
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Sedangkan yang Keempat, Tim Penadah, penampung barang hasil 
curian. 
Modus operandi secara berkelompok dengan menggunakan mobil 
truk atau mobil box. Motor yang akan dicuri mereka intai terlebih dahulu 
dan ketika dirasa aman maka dengan sigap beberapa pencuri tersebut 
turun dari mobil, mengangkat motor yang terkunci dan memasukkannya 
ke mobil dengan cepat. Hanya dibutuhkan kira-kira satu menit saja untuk 
melakukan hal tersebut.  
Jaringan pencuri sepeda motor secara terorganisir sekarang 
memang bekerja profesional layaknya tenaga profesional lainnya, selain 
itu pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara terorganisir 
sangat rapi sehingga masyarakat tidak mengetahui kapan dan dimana 
akan dilakukannya kejahatan tersebut, ditambah dengan modus operandi 
kejahatan curanmor yang semakin canggih. Pelaku kejahatan curanmor 
selalu mengimbangi sarana dan kinerja Polisi dengan modus-modus 
operandi kejahatan yang selalu berubah dan semakin canggih. Pencurian 
yang dilakukan skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang 
tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari, melainkan justru 
dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti perkantoran, 
pertokoan, dan kampus dengan hasil curian yang tidak tanggung-
tanggung jumlahnya. 
Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Tamalanrea, ditemukan 48 
kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir, 
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diantara 48 kasus tersebut, penulis melakukan wawancara langsung 
dengan  pelaku curanmor. Setiap pelaku diberi pertanyaan yang sama 
yaitu identitas, target operasi, faktor–faktor yang menyebabkan pelaku 
melakukan kejahatan curanmor. 
Dari hasil wawancara tersebut pelaku mengemukakan faktor-faktor 
penyebab mereka melakukan kejahatan curanmor sebagai berikut : 
1) Nama  : Ridwan 
Umur  : 27 Tahun 
Asal daerah : Gowa 
Pekerjaan : Tidak Bekerja 
Target Operasi  : Pemukiman Mahasiswa 
Kasus  : 
Pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan 
alasan untuk kesenangan pribadi. 
Kronologis : 
Responden diajak temannya untuk berkumpul untuk 
membicarakan rencana untuk melakukan pencurian yang pada 
saat itu memang pelaku tidak memiliki pekerjaan serta ditawari 
dengan keuntungan yang besar sehingga pelaku melakukan 
pencurian. 
2) Nama  : Yaha Empo 
Umur  : 30 Tahun 
Asal daerah : Takalar 
Pekerjaan : Tukang ojek 
Target operasi : Pertokoan 
Kasus  : 
Pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan 
alasan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. 
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Kronologis : 
Pelaku yang bermata pencaharian sebagai tukang ojek 
berkumpul dengan teman sesama tukang ojek, pelaku diajak 
oleh temannya untuk melakukan pencurian, mengingat 
pendapatan pada saat itu sangat kurang dan kebutuhan 
keluarganya sangat banyak, ditambah lagi rencana pencurian 
yang dijelaskan oleh temanya sangatlah rapi maka timbul 
keinginan pelaku untuk melakukan pencurian. 
3) Nama  : Supriadi 
Umur  : 24 Tahun 
Asal daerah  : Takalar 
Pekerjaan : Mahasiswa 
Target Operasi : Wilayah Kampus dan Sekolah 
Kasus  : 
Pelaku melakukan kejahatan pencurian karena faktor 
kesenangan pribadi (foya-foya). 
Kronologis : 
Pelaku dengan beberapa temannya merencanakan pencurian 
disalah satu kampus diwilayah Tamalanrea, mengingat pelaku 
belum mendapat uang kiriman dari orang tua, maka timbul niat 
pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian.  
Meningkatnya kasus Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 
secara terorganisir memang tidak dapat dipungkiri, melihat jumlah laporan 
kehilangan yang masuk di pihak Polsek Tamalanrea selama 2011 dan 
sampai dengan tahun 2012. Oleh Karena itu dapat dikemukakan bahwa 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa 
faktor sebagai berikut : 
1) Faktor Ekonomi 
54 
Kehidupan masyarakat yang sulit membuat masyarakat rela 
melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu 
jiuga dipicu karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
semakin sulit 
2) Faktor Lingkungan 
Lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk 
melakukan kejahatan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang 
sangat mempengaruhi perilaku dan tingkah laku seseorang. 
3) Faktor Pendidikan 
Pendidikan yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting 
supaya seseorang memperoleh kehidupan layak. Seseorang yang 
mendapatkan pendidikan yang layak akan berpikir ratusan kali 
untuk melakukan kejahatan. Kebanyakan pelaku kejahatan 
curanmor memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. 
4) Faktor Urbanisasi 
Derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang 
membuat persaingan hidup di kota semakit ketat sehingga berbagai 
upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa 
perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di 
daerah-daerah kecamatan atau kabupaten. 
 
B. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Kepolisian untuk 
Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 
sebagai Kejahatan Terorganisir di Wilayah Hukum Polsek 
Tamalanrea 
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir 
disebabkan oleh beberapa faktor, karena itu perlu kita adakan 
penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.  
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Upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor secara 
terorganisir diwilayah hukum Polsek Tamalanrea, memang tidak mudah. 
Oleh karena itu, peranan masyarakat, aparat pemerintah dalam 
mengambil langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi 
pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir. 
Kejahatan pada dasarnya merupakan produk masyarakat, yang 
merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh  lapisan 
masyarakat.  Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap 
kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat 
sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku khusus maupun secara 
umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula 
mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di wilayah Tamalanrea. 
Dilihat dari faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan 
bermotor seperti yang telah diuraikan penulis, untuk itu perlu dilakukan 
upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor oleh 
instansi penegak hukum, antara lain pihak kepolisian Polsek Tamalarea. 
Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian untuk selalu 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat, disamping melakukan upaya pengamanan awal 
untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan pencurian kendaraan 
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bermotor secara terorganisir, sudah sepantasnya pihak kepolisian dalam 
hal ini Polsek Tamalanrea melaksanakan tugasnya dengan 
mengutamakan upaya  preventif atau pencegahan dan upaya represif 
atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi. 
Berikut upaya-upaya yang dilakukan Polsek Tamalanrea dalam 
menanggulangi pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir : 
1. Upaya Penanggulangan Preventif 
Upaya preventif preventif adalah tindakan pencegahan sebelum 
melakukan suatu kejahatan. Dengan kata lain preventif adalah upaya 
yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan di masyarakat 
yang sifatnya pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana dan 
terarah untuk menghindarkan kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor secara terorganisir di wilayah hukum Polsek Tamalanrea. 
Menurut Kanit Reskrim AJUN KOMPOL Salim D, S.H., upaya 
yang ditempuh oleh pihak Polsek Tamalanrea dalam rangka 
meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
secara teroragnisir, yaitu : 
a) Meningkatkan Patroli Rutin 
Kepolisian Sektor Tamalanrea sering mengadakan patroli rutin 
di tempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian yang waktunya 
kebanyakan dilakukan pada siang hari. 
b) Melakukan Penyuluhan 
Pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea dalam melaksanakan 
upaya preventif sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir, 
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selama dilakukan melalui melaksankan penyuluhan hukum 
mengenai bahaya terjadinya kejahatan khususnya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir, mengingat 
masyrakat sangat memerlukan informasi mengenai kejahatan 
dimana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakansanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   
c) Melaksanakan Razia Rutin 
Pihak Polsek Tamalanrea sering melakukan Operasi Khusus 
dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia 
perlengkapan berkendara maupun razia kelengkapan surat 
kendaraan bermotor. Dalam melakukan operasi khusus tersebut 
pihak Sat Reskrim bekerja sama dengan Sat Lantas. Operasi 
kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan melakukan patroli 
terhadap daerah yang dianggap rawan kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIGPOL Hery Awal 
(staf Satuan Reskrim Polsek Tamalanrea), menegaskan bahwa: 
“Selama ini pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea sering 
melakukan kegiatan operasi curanmor baik rutin maupun 
operasi khusus dilakukan dalam rangka mencegah dan 
mengontrol perilaku masyarakat serta menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat Tamalanrea dalam hal terjadinya 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir 
khususnya roda dua dan dilakukan empat kali dalam seminggu. 
Dengan diadakannya operasi ini diharapkan dapat 
meminimalisir terjadinya kejahatan yang terjadi dalam 
mesyarakat, khususnya kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor secara terorganisir.” 
AJUN KOMPOL Salim D. S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek 
Tamalanrea juga menjelaskan: 
“Tehadap daerah rawan kejahatan curanmor tersebut pihak 
Polsek Tamalanrea melakukan kebijakan pengawasan dan 
penyelidikan dengan cara menerjunkan aparat berpakain 
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preman dengan tujuan mendapatkan hasil yang berguna bagi 
penaggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
secara terorganisir.” 
  
Polsek Tamalanrea juga melakukan pengawasan yang 
berkelanjutan terhadap residivis kasus kejahatan curanmor. Residivis 
tersebut diawasi karena merupakan target operasi pihak Polsek 
Tamalanrea. Pengawasan terhadap residivis tersebut dilakukan 
supaya para residivis yang berpotensi untuk menjadi penjahat 
kambuhan tersebut tidak akan melakukan keajahatan curanmor. 
Khusus untuk lokasi perkantoran, pertokoan dan kampus yang 
dianggap rawan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
secara terorganisir pihak Polsek Tamalanrea memilki kebijakan 
pencegahan kejahatan. Kebijakan tersebut adalah melakukan kerja 
sama dengan pengelola keamanan gedung pertokoan, kantor dan 
kampus tersebut. Kerja sama tersebut dilakukan dengan melakukan 
pendekatan dari pihak Polsek Tamalanrea terhadap para pengelola 
parkir dan juru parkir itu sendiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat 
menekan laju angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara 
terorganisir. 
d) Mencari Pelaku Penadahan 
Pihak Polsek Tamalanrea mengengambil upaya lain dengan 
cara mencari pelaku penadahan kasus kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor secara terorganisir. Pihak Polsek Tamalanrea 
mengaku sulit mengungkap jaringan penadahan curanmor. 
Penadahan pencurian akan sulit diketahui mengingat sulitnya 
dimintai keterangan dari para pelaku kejahatan curanmor mengenai 
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keberadaan barang bukti. Karena jaringan kejahatan curanmor 
sangat rapi dan terorganisir dengan sangat baik, maka pihak 
Polsek Tamalanrea melakukan upaya pancingan dengan berpura-
pura menjadi pembeli penadah hasil kejahatan curanmor. 
Selain upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian 
Sektor Tamalanrea dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir, maka dibawah ini 
penulis juga menguraikan upaya represif yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian Sektor Tamalanrea. 
 
2. Upaya Penanggulangan Represif 
Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya 
penanggulangan penindakan dan pembinaan pelaku, yaitu berupa : 
a) Penerapan hukum kepada para pelaku 
Menurut AJUN KOMPOL Salim D. S.H, selaku Kanit Reskrim 
Polsek Tamalanrea, Mengemukakan bahwa : 
“Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan 
yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. 
Apabila perbuatannya tidak terlalu serius maka diselesaikan 
sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan 
dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi lagi 
perbuatan yang sama dan apabila perbuatan dianggap 
berat, maka persoalannya dilimpahkan kekejaksaan untuk 
diproses lebih lanjut”. 
 
b) Pembinaan Permasyarakatan Pada Pelaku Kejahatan 
Rumah tahanan sebagai instansi yang melakukan pembinaan 
terhadap narapidana, melakukan penaggulangan kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor secara terorgnisir agar tidak 
mengulangi kembali perbuatannya. Upaya tersebut dilakukan 
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dengan mengubah cara-cara penyiksaan dan isolasi sebagai 
ganjaran atau cara sistem perilaku, sehingga apa yang dirasakan 
sebagai penderitaan tidak akan diulangi lagi, dalam hal ini pelaku 
tidak mengulagi lagi perbuatan karena takut akan hukumannya 
tetapi karena telah menyadari perbuatan yang pernah dia lakukan 
itu tidak terpuji dan dapat merugikan orang lain. 
Berbagai usaha yang ditempuh dalam upaya 
penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara 
terorganisir khususnya roda dua telah diuraikan diatas, itu tidak 
berarti menuntaskan kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
secara terorganisir, sebab harus diakui eksistensi pencurian 
kendaraan bermotor secara terorganisir merupakan fenomena 
sosial yang timbul dalam masyarakat dengan berbagai faktor 
sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, dalam pengendalian yang 
dapat dilakukan adalah berusaha memperkecil kuantitas dan 
kualitas terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara 
terorganisir. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor sebagai kejahatan Terorganisir, yaitu : 
Faktor Ekonomi, Lingkungan, Pendidikan dan faktor urbanisasi, 
yang membuat pelaku melakukan tindakan-tindakan negatif dan 
memiliki pola pikir yang cenderung mengandalkan jalan pintas 
untuk memperoleh tujuan dengan menghalalkan segala cara. 
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tamalanrea 
untuk dapat memberantas kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor sebagai terorganisir, terdiri dari dua upaya, yaitu: 
a) Upaya penanggulangan preventif adalah langkah awal untuk 
mencegah atau mengurangi kejahatan dengan melakukan 
penyuluhan hukum, patrol rutin dan operasi khusus yang 
dilakukan empat kali dalam seminggu, serta pencarian pelaku 
penadahan. 
b) Upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh 
kepolisian berupa penerapan hukuman kepada para pelaku, 
yaitu proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku 
kepada para pelaku kejahatan dan pembinaan kepada pelaku 
kejahatan. 
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B. Saran 
1. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor sebagai kejahatan terorganisir di wilayah 
Tamalanrea, maka diharapkan kepada aparat penefak hukukm 
yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan secara terpadu, selain itu aparat menghimbau 
kepada masyarakat agar selalu memperhatikan keamanan 
sekitar khususnya keamanan kendaraan bermotor. 
2. Mengingat penyebab pencurian bermotor sebagai kejahatan 
terorganisir disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, 
maka upaya tersebut harus diikuti oleh kebijakan pemerintah 
untuk memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat dan lingkungan 
sosial, karena dengan tingkat kesejahteraan yang memadai 
serta lingkungan yang kondusif diharapkan dapat mengurangi 
bila perlu menghilangkan kesempatan berbuat kejahatan. 
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